BAB IV
ANALTSA LATAR BELARKANG

TERJADINYA PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

A. FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERSAHAAN

Psds bab-bab sebelumnys telah diuraikan tentang
ststus hukum pemberian harts benda terhadap anak
angkat menurut hukum Islam dan Staatsblad 1817 Nomor
128, vyang intinys adalah masing-masing dari kedua
sistem hukum tersebut sams-samzs memberiksn keduduksn
dsn hak kepads ansk angkat untuk mendapatksan bagian
dari wsrisan orang tua anghatnysa.

Sedanghkan terhadap warisan orang tua biologis,
hukum Islam tetap memberikasn keduduksn dan haknys
sebsgsi =ahli waris, karens statu anak angkat tidak
mengubah ataupun menghapus statusnya sebagai ansk
kandung . Namurn tidak demikian ketentusan dalam
Stastsblad 1917 Nomor 129 bahwa anak angkst statusnys
adsalsh sebagai snsk sah dari orang tus sngkatnya. Qleh
karens itu iz menjadi shli waris dari orang tua
sngkat, karens hubungan perdats dengsn orang tus

kandung sudah terputus.

Dassr tentang kewajiban pemberian harta terhadp
ansk sangkat dalam hukum Islam adslah al-Qur an surat

al-Bagsrash syat 180 dsn an-Nisa  ayst 8, vang intinys
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adalsh Allsh mewsjibkan kepsda hsmbs-Nya yang hendak
meninggsal dan mempunyai harta yang banyak agar
mewssistkan sebagisn hartanyas kepsds karib kerabat,
ibu bapak, sanak-anak yatim dan orang miskin dengsan
cars yang ma ruf yskni wasiat, dengan ketentusnn tidsak
boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan.

Sedangkan dslam Stastsblad 1817 Nomor 128,
sebagaimans dijelaskan dlam pasl 11, 12, 13, dan 14
bahws anak angkat statusnys sama dengan anak sah dari
perkawinan orang tua angkat, isa mendapat nama bapak
angkatnys, dan gugur hubungan perdats antarsas anak
angkat dengan orang tua kandungnys. Hsl ini tentu s&aja
berpengsruh terhadap hal kewsrisannys, oleh karenanysa
selanjutnyas &anak &angkat menjasdi ashli waris dsn 1s
berhak mewsrisi dari keseluruhan harts peninggalan
orang tus angkatnya.

Faktor-faktor terjasdinyas persamasn dalsm hsl
status hukum pemnerisn hasrts bends terhadapanak angksat
menurut Hukum Islam dan Staatsblad 1817 Nomor 128
adslsh kedus sistem hukum tersebut sams-ssms mempunysi
perhatian vyang lebih terhadsp ansk angkat, walaupun
pads kenyatsannys snak sngksat mempunyai kedudukan yang
berbeds. -

Dalam Hukum Islam, anak angkat kedudukannys

tidak sams dengan anak kandung. HNamun Islam tetap
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memperhatikan hubungan yang telah terjslin antara ansak
angkat dengan orang tusa angkat, keduanys memiliki
sifat ketergantungan ssatu sama lain dan saling
membutuhkan. Hal ini tidak dapat kita pungkiri, oleh
karens itu Islam tetap memberikan hak kepada anak
angkat untuk mendspst bsgian dari harta warisan orang
tua angkatnysa.

Sedangkan dalam ketentuan Stastsblad 1917 Nomor
129 anak sngkst berstatus anak ssh dari perkawinan
orang tus angkatnys, oleh karena itu ia menjadi sahli
waris dan berhsk mencari harts warisan orang tus
sngkatnys secars penuh.

Pads kesimpulannya, kedua sistem hukum tersebut
sama-sama memperhatikan dan mengutamaksan kemanusiaan
dsn kesdilan sosial, hal ini sesuai dengan semangat
Undang-undang No. 4 tshun 1878 tentang kesejashteraan
anask dan pasal 34 Undang-undang Dasar 1845 serta
nilsi-nilasi luhur Psancasila sebagsimana dijelaskan

di atas.

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERBEDAAN

Dalam hukum Islam maupun Staatsblad 1917 HNomor
129 sama-sama mewsaiibkan pemberian harts benda
terhadsp snsk angkat sebsgsimana dijelaskan sebelumnysa

untuk Jjaminsn mass depan ansak tersebut. Hsnyas sajs



kedunya berbeds dalam hal carsa pemberian harta bends
terhadap anak angksat.

Adapun dalam hukum Islam, pengangkatan ansk
tidk bisa memntuskan hubungan darsh dan Islam melarang
secars tegas penganghkatan anak yang mengahkibatkn
putusnya hubungasn darah antara anak dengsn orsng tus
kandung. Oleh karena itu snnak sngkat hanys dapat
mewsrisi terhadsp hsrta warisan orang tus kandung
saja. Walsupun demikian Islam sangat memperhatikan dan
menjunjung tinggi keadilan sosial, demi melihat
hubungsn yang sangat akrab antara anak sangkat dan
pengabdian snak-snsak anghkat terhsdap keluarga
angkaﬁnya, sehingga Islam memberikan kebijaksansaan
kepads anak sngkat untuk mendapatksn bagian dari harta
peninggalan orang tus angsat melalui Jalur wasiat
wajibah. Sebagaimana telsh dirumusksn dslam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat 2, “Terhadap snak-
anak anghkat yang tidak menerims wasiat diberi wasiat
sebsnyak-banyaknya 1/3 dari seluruh harta warisan
crang tua angkatnya”.

Dalam Stastsblad 1817 Nomor 128 ansk angkst
disnggap dan dissmsksn dengan anak kandung dari orang
tua anghkstnys. Jadi wmempunyal kedudukan dan hak
sebagai sahli waris maksudnya ia berhsk mendapsat

warissn dari keeluruhan harta warisan orsng tua angkst



secara penuh.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa
faktor-faktor vang menjadi penyebab terjadinya
perbedaan sdalah status anak snghat itu sendiri, dalam
hukum Islsm ansk angkat tetap pada tempatnys, sartinya
tetap menjadi ahli waris dri orang tua kandung, tetapi
ansk sangkst bisa mendapsat bagian dari warisan orang
tus angkstnys melalui hibah atau wasiat wajibsah dengan
ketentusn tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.

Dalam Staztsblad 1817 Nomor 128 anak angksat
dissmakan kedudukannya dengan ansk kandung, dengan
kats 1lzin menjadi ahli waris sehinggs 1ia berhsak
mewarii dari hartas peninggalan orang tuza anghkat secars

penuh.





